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ABSTRAK
Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dengan Motif Itikad Tidak Baik
(Studi Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Mdn dan Kantor Notaris/PPAT

Mangatas Nasution.S.H.)

SHEILA NAZIHAH VAZIR
218400069
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian
kepada pihak lain akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatan melawan dilakukan
oleh subjek hukum. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan tersebut dilakukan
dengan sengaja maupun yang dilakukan dengan kelalaian vang pada hakikatnya
adanya perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain. Demikian halnya
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Pejabat Pembuat Akta
Tanah yang menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak dalam akta jual beli.
Permasalahan yang analisis lebih jauh dalam skripsi ini adalah pertanggung
jawaban hukum oleh PPAT. motif itikad tidak baik dan pertimbangan hukum
Hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mi adalah yuridis
normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
peraturan perundang-undangan, putusan Hakim dan kepustakaan. Hasil penelitian
ini, menunjukan bahwa tanggung jawab hukum oleh PPAT terdiri dari tanggung
jawab administrasi berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah
MNomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan
tanggung jawab perdata Pasal 1366 KUH Perdata berupa ganti rugi, ganti rugi
dalam hukum perdata dibagi menjadi dua bagian yaitu ganti rugi secara materil
dan ganti secara immaterial. Motif itikad tidak baik yang digunakan adalah tipu
muslihat. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor 254/Pdt.G/2023/PN Mdn
menyatakan bahwa perbuatan PPAT adalah perbuatan melawan hukum wang
menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yang didasarkan pada tipu
muslihat. Tipu muslihat yang dilakukan oleh PPAT menjadi motif itikad tidak
baik untuk memperoleh keyakinan salah satu pihak sehingga melakukan transaksi
jual beli tanah.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, PPAT, Itikad Tidak Baik.
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ABSTRACT
Legal Analysis of Unlawful Acts by Land Deed Officials in Land Sale and

Purchase Transactions with Bad Faith Motives

(Decision Study Number 254/Pdt. G/2023/PN Mdn and the Office of

Notary/PPAT Mangatas Nasution.S.H.)

SHEILA NAZIHAH VAZIR
208400069
FIELD Of Civil Law

An unlawful act is an act that causes harm to another party due to a
person's actions. An unlawful act is committed by a legal subject. In the context of
civil law, the act is committed intentionally or negligently which in essence is an
act that violates the subjective rights of another person. Likewise, an unlawful act
committed by a Land Deed Official that causes harm to one of the parties in the
sale and purchase deed. The problems that are analvzed further in this thesis are
legal responsibility by the PPAT, bad faith motives and the Judge's legal
considerations. The research method used in this study is normative juridical. The
approach used in this study is the approach of statutory regulations, Judge's
decisions and literature. The results of this study indicate that the legal
responsibility of PPAT consists of administrative responsibility in the form of
temporary suspension and dismissal as referred to in Article 10 paragraph (3)
letter a of Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendments to
Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulations on the
FPosition of Land Deed Officials and civil liability of Article 1366 of the Civil
Code in the form of compensation, compensation in civil law is divided into two
parts, namely material compensation and immaterial compensation. The motive
for bad faith used is deception. The Judge's consideration in decision number
254/Pdt . (G/2023/PN Mdn stated that the actions of PPAT are unlawful acts that
cause losses to one of the parties based on deception, the deception carried out by
PPAT is a motive for bad faith to gain the trust of one of the parties so that they
carry out land sale and purchase transactions.

Keywords: Unlawful Acts, PPAT, Bad Faith.
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tanah adalah permukaan
bumi atau lapisan yang diatas sekali. Secara normatif, defisini tanah diatur dalam
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
vang berbunyi atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang
dirumuskan dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah vang
diberikan atau diperoleh oleh individu maupun badan hukum.' Kebutuhan
terhadap tanah menjadi kebutuhan vang sangat primer bagi kehidupan manusia
sebab tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari
serta pemenuhan terhadap kebutuhan lainya. Memperoleh suatu tanah dapat
dilakukan melalui pewarisan, hibah, jual beli serta mekanisme lainya yang
dibenarkan oleh hukum sebab kerapkali dalam perolehan tanah dilakukan dengan
tindakan vyang justru melanggar peraturan perundang-undangan yang justru
menimbulkan kerugian terhadap para pihak atau pihak lain yang terlibat dalam
transaksi tersebut.”

Untuk terhindar dari perbuatan atau tindakan yang justru melanggar
hukum tersebut maka perolehan hak atas tanah haruslah dilakukan dengan
mekanisme yang legal sehingga potensi terhadap pelanggaran peraturan

perundang-undangan tidak terjadi sebab perclehan atas tanah dilakukan dengan

'Aldi Subhan Lubis “Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan
Tanah Pembangunan Jalur Kereta Apr Bandara Sockamo-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang
Tidak Memiliki Alas Hak™ Dakfrinal @ Jownal of Law, Vol. 2. No. 1. (Apnl. 2019). Hal. 2.

‘Prima Novianti Salma dan Habib Adjic “Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai
Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah™ Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol. 5.
No. 1. (Januari, 2023 ). Hal. 5145,
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mekanisme yang sesual dengan prosedur hukum yang berlaku. Salah satu
mekanisme yang dibenarkan oleh hukum dalam perolehan hak atas tanah adalah
melalui transaksi jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebab
pembuatan akta jual beli tanah secara autentik adalah pembenaran secara hukum.*

Keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjadi sangat fundamental
dalam transaksi jual beli tanah sebab Pejabat Pembuat Akta Tanah pada
hakikatnya diharapkan mengimplementasikan norma hukum sesuai dengan apa
vang harapkan oleh peraturan perundang-undangan, jika merujuk pada konsideran
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah pada huruf a menegaskan bahwa pentingnya kepastian
hukum dalam memperoleh hak atas tanah. Dari konsideran huruf a tersebut dapat
dimaknai bahwa pejabat pembuat akta secara langsung atau tidak langsung
dipercaya Negara atau Pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum kepada
masyarakat yang bermaksud melakukan perbuatan hukum seperti hal nya jual beli
tanah.”

Jika merujuk pada Pasal 1 angka | Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi
“Pejabat pembuat akta tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum
vang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun”,

'Gusti Bagus Gilang Prawira, Yosafat Prasctya Nugraha dan Agus Sugiarto “Kedudukan
Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Belh (PPIB) Dalam Transaksi Jual Beli Tanah™ Juwrnal
Education dan Development. Vol. 11, No. 1. (Januari, 2023). Hal. 270-271.

"Muhammad Arif Prasetyo “Urgensi PPAT Dalam Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan
Dalam Tinjavan Yuridis™ Malivah © Jwrmal Hukum Bisnis Islam, Vol 130 No. 20 (Desember,
2023). Hal. 269,
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Kemudian Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “Akta PPAT adalah akta yang
dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakanya perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun™. Dart kedua
substansi pasal tersebut diatas maka dapat kita pahami bahwa PPAT adalah
pejabat umum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk
melakukan perbuatan hukum berupa pembuatan akta-akta otentik yang berisikan
tentang hak atas suatu tanah maupun rumah susun.”

Pembuatan akta otentik oleh PPAT merupakan tugas utama yang diberikan
peraturan perundang-undangan kepada PPAT sebagai pejabat umum hal tersebut
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
berbunyi “PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendafiaran
tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenal hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang
akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendafiaran tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”. Dalam substansi pasal tersebut diatas
dapat kita pahami bahwa tugas PPAT dalam pembuatan akta adalah landasan awal
bagi masyarakat sebagai bukti utama untuk melakukan pendafiaran tanah dengan
tujuan adanya pengakuan Negara terhadap hak milik atas tanah tersebut melalui
pendaftaran tanah sebagai akibat dan perbuatan hukum termasuk didalamnya

adalah perbuatan hukum jual beli.”

*Pasal 1 Angka | Jo. Pasal | angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

"Harun Pandia “Kajian Teoritis Terhadap Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah Dikaitkan
Dengan Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendattaran Tanah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah™
Jwrnad Supremast Hukum, Vol 18, No. 1. (Januan, 2022). Hal. 25,
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Perbuatan hukum vang dilakukan oleh PPAT salah satunyva adalah
perbuatan hukum berkaitan dengan jual beli, hal tersebut sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Perbuatan hukum yang
dilaksanakan oleh PPAT termasuk dalam hal ini adalah melakukan perbuatan
hukum berupa tindakan jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang hendak
melakukan transaksi jual beli menaruh kepercayaan penuh kepada PPAT dengan
harapan bahwa para pihak akan memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban
tanpa timbulnya persoalan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi
jual beli dihadapan PPAT.”

Namun pada praktiknya, tindakan penyelewengan jabatan yang dipercaya
Negara atau pemerintah kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) justru
menimbulkan kerugian kepada individu yang berkemnginan melakukan transaksi
jual beli tanah melalui penggunaan jasa PPAT sebagai pejabat yang dipercaya
dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan transaks:
jual beli tanah dihadapan PPAT namun pandangan ini kerapkali berada pada
situasi yang justru terbalik, maksudnya adalah bahwa dalam tataran praktik masih
banyak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang justru berhadapan dengan
persoalan hukum akibat dari tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
PPAT sehingga menimbulkan kerugian baik materil dan immateril kepada para

pihak yang melakukan transaksi.”

"Shella Virgina Umma Al-Asyari dan Yunanto Yunanto “Analisis Peraturan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia™ Legal Standing - Jurnal
fimy Hukum, Vol 9. No. L. (Januari, 2025). Hal. 187,

*Zainudin Hasan, dkk “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris/PPAT
Dalam Transaksi Jual Beli Rumah di Kabupaten Pesawaran™ Sol Jusiicia, Vol. 6. Noo 1. (Juni,
2023). Hal. 18-1%.
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Salah satu tindakan yang melanggar hukum vang dilakukan oleh PPAT
adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada
para pihak maupun salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui
penggunaan jasa PPAT. Kepercayaan terhadap pejabat PPAT menjadi prinsip
utama yang menjadi fondasi bagi individu atau masyarakat dalam menggunakan
jasa PPAT supaya transaksi vang dilakukan para pihak dapat memperoleh
kepastian hukum dan terhindar dari kerugian bak materil maupun immateril
sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diwujudkan sebagaimana yang telah
disepakati para pihak sebelum melakukan transaksi.” Perbuatan melawan hukum
dalam konteks hukum perdata diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi
“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk
menggantikan kerugian tersebut”™

Tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPAT adalah
ketkutsertaan dalam upaya penipuan dan tipu muslihat terhadap salah satu pihak
vang merupakan pemilik atau pemegang hak atas tanah dengan tidak
mengembalikan berkas ashi sertifikat hak milik atas tanah yang telah di titipkan
oleh salah satu pihak kepada PPAT sebagai pihak vang dipercaya untuk menjaga
dan menyimpan berkas asli milik salah satu pihak yang melakukan kesepakatan
jual beli. Tindakan penipuan atau tipu muslihat tidak hanya terdapat dalam ranah
hukum pidana melainkan juga terdapat dalam ranah hukum perdata' sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1328 KUHPerdata vang berbunyi “penipuan merupakan

“Rasyidin Arif dan Adnan Hamid “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas
Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan™ fmanot @ Jurnal Kemahasiswaan dan &
Kenotariatan, Vol. 3. No. 2. (Juni, 2024). Hal. 506.

Whid,
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suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai
oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang
lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan
tidak hanya dapat dikira-kira melainkan harus dibuktikan™.'" Jika merujuk pada
substansi pasal diatas maka nyata bahwa tipu muslihat menjadi elemen utama
dalam memperoleh pengikatan diri atau persetujuan dari pihak lain sehingga
dengan adanya tindakan tipu muslihat tersebut maka pihak lain akan tergerak
untuk melakukan persetujuan atau pengikatan diri.

Demikian halnya PPAT sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh
Negara maupun masyarakat yang dapat memberikan kepastian hukum dalam
bertindak justru menjadi pihak yang melakukan pelanggaran hukum yaitu
perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata
dengan didasari pada motif iktikad tidak baik oleh PPAT untuk merampas hak
orang lain atas tanah yang telah memiliki alas hak. Dalam ranah hukum perdata,
motif merujuk pada alasan atau dorongan batin seseorang untuk melakukan
perbuatan hukum seperti halnya perjanjian jual beli, namun perlu dipertegas
bahwa motif mi terbagi dalam dua aspek yaitu motif yang baik dan motif yang
buruk. Motif baik tentu akan membawa dampak yang positif sedangkan motif
vang buruk akan membawa dampak yang negatif baik terhadap diri sendiri
maupun pihak lain. "

Motif iktikad tidak baik adalah dorongan seseorang atau alasan seseorang
melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang membawa kerugian kepada pihak

lain, motif iktikad buruk dalam jabatan PPAT lazimnya dilakukan pada tindakan

""Randi Aritama “Penipuan Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata™ Sentri © Jurnal
Rizet fimiah, Vol. 1. No. 3. (November, 2022). Hal. 729-7310.
*Hasim Purba, Hukum Perikatan dan Perjanjian, { Jakarta : Sinar Grafika, 2022). Hal. 15.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Acceﬁed 2/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/12/25



SheilaNazihah Vazir - Analisis Y uridis Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat ....

perikatan atau perjanjian vang jual beli atau tindakan lain yvang dilakukan oleh
para pthak yang menggunakan jasa PPAT sebagai pithak ketiga yang dipercaya
untuk memberikan kepastian hukum namun dalam praktik perbuatan hukum vang
dilakukan oleh PPAT kerapkali membawa kerugian yang bersifat materil dan
immateril seperti hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPAT yang
diadili dan Putus oleh Pengadilan Negeri Medan melalui Nomor Putusan
254/Pdt.G/2023/PN Mdn pada tahun 2023 yang lalu.

Kasus tersebut berawal pada tindakan H. Irwan Nasip. S.E. (Penggugat)
yang memiliki 3 bidang tanah dengan luas keseluruhan tanah milik Penggugat
adalah 19.290 m* dan telah memiliki alas hak terhadap tanah tersebut, Penggugat
vang hendak menjual tanah tersebut kemudian bertemu dengan Muhammad Zuhdi
Arief (Tergugat) yang merupakan pihak yang hendak membeli tanah milik
Penggugat. Hingga pada 22 Mei 2012 Tergugat mengajak Penggugat dan Istri
Penggugat untuk bertemu dengan Notaris/PPAT H. Marwansyah Nasution, S.H
(turut  Tergugat) untuk membicarakan pembelian tanah dan tata cara
pembayarannya.

Setelah mengutarakan maksud Penggugat dan Tergugat kepada Turut
Tergugat, kemudian turut Tergugat membuatkan beberapa akta dan surat kuasa
antara Penggugat dan Tergugat vang turut diketahui oleh istrni Penggugat dan
saksi-saksi yang merupakan pegawail tergugat. Kemudian Turut Tergugat
membuatkan akta perjanjian jual beli dan surat kuasa antara Penggugat dan
Tergugat sebab Tergugat belum dapat melunasi seluruhnya harga tanah milik
Penggugat, harga jual beli tanah yang telah disepakati oleh Penggugat dan

Tergugat secara permeter adalah Rp. 210.000. (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)
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dengan ketentuan bahwa tanah yang telah tersertipikat akan dibayarkan uang
muka sebesar 50% dan tanah yang tidak bersertipikat akan dibayarkan vang muka
50%. Untuk menjamin pembayaran tersebut kemudian Tergugat memberikan cek
Bank Mandiri dengan nilai cek sebesar Rp. 2.075.000.000. (dua miliar tujuh puluh
lima juta rupiah) sebagai uang muka 50% dari jumlah total harga tanah yang telah
disepakati pada akta jual beli no. 15 pada tanggal 22 mei 2012 dan cek tersebut
dapat dicairkan pada tanggal 30 me1 2012,

Kemudian, pada tanggal 30 mer 2012 Penggugat mendatangi Bank
Mandiri untuk melakukan pencamran terhadap cek yang telah diberikan oleh
Tergugat, namun pada tanggal 12 juni 2012 pihak Bank Mandiri mengeluarkan
pernyataan penolakan terhadap cek yang diberikan oleh Tergugat dengan alasan
bahwa rekening Giro milik Tergugat telah ditutup. Setelah tidak berhasil
mencairkan cek tersebut, kemudian Penggugat mendatangi kantor Turut Tergugat
untuk meminta dikembalikan 3 (tiga) alas hak atas tanah yang telah dititipkan oleh
Penggugat kepada turut Tergugat pada tanggal 22 mei 2012 namun turut Tergugat
beralasan bahwa 3 (tiga) alas hak tersebut telah dipinjamkan kepada Tergugat
pada tanggal 12 Juni 2012 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat.

Terhadap tindakan Tergugat vang memberikan cek kosong kepada
Penggugat ditambah dengan perbuatan turut Tergugat yang membuatkan akta
perjanjian jual beli, akta surat kuasa, akta pemindahan dan penyerahan hak dengan
ganti rugi menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat, hal tersebut dapat
dibuktikan bahwa pada tahun 2018 ada pihak yang melakukan pengukuran tanah
milik penggugat. berdasarkan hal tersebut Penggugat meyakim bahwa dari awal

Tergugat memiliki motif iktikad tidak baik untuk menguasai tanah mihk
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Penggugat berikut juga perbuatan turut tergugat yang menyesatkan Penggugat
dalam perikatan jual beli yang dibuatkan oleh turut Tergugat melalui akta jual beli
dan akta surat kuasa padahal jelas terdapat motif iktikad tidak baik dari tindakan
turut Tergugat dengan tipu muslihat dengan tujuan bekerjasama dengan Tergugat
untuk menguasai tanah milik Penggugat.

Berdasarkan kronologis kasus tersebut diatas, jika dihubungkan dengan
Pasal 1321 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiada suatu persetujuan pun
mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan
paksaan atau penipuan”. Dari substansi pasal tersebut diatas dapat dipahami
bahwa seorang PPAT dalam membuat suatu akta yang didasari dengan motif
iktikad tidak baik sejak membuat akta antara para pihak adalah merupakan
perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat bagi para pihak yang
melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan jasa PPAT.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis hendak mengkaji dan
menganalisis lebih jauh tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
PPAT dalam transaksi jual beli yang didasarkan pada motif iktikad buruk melalui
penulisan sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan
Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah
Dengan Motif Tktikad Tidak Baik (Studi Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Mdn
dan Kantor Notaris/PPAT Mangatas Nasution)™.

1.2. Perumusan Masalah
. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum PPAT Dalam Transaksi Jual Beli?
2. Bagaimana Motif Itikad Tidak Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Oleh

PPAT?
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3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh
PPAT Berdasarkan Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Mdn?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
I. Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Hukum PPAT Dalam
Transaksi Jual Beli.

. Untuk mengetahui Bagaimana Motif Itikad Tidak Baik Dalam Transaksi Jual

(=]

Beli Tanah Oleh PPAT.

3. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan
Melawan  Hukum  Oleh  PPAT  Berdasarkan  Putusan  Nomor
254/Pdr.G/2023/PN Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian mi yaitu :

a. Secara teoritis
Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini1 dapat bermanfaat bagi landasan
pengembangan ilmu pengetahuan agar dapat membuat suatu tatanan hukum
lebih baik dan dapat memberikan sebuah keadilan ditengah masyarakat,
khususnya dalam bidang perbuatan hukum jual beli yang menggunakan jasa
PPAT sebagai pihak ketiga yang berperan dalam membuat akta jual beli.

b. Secara Praktis
Melalui penulisan skripsi ini, diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran
secara keilmuan kepada :

. Bagi Penulis : melalui penulisan skripsi i1 diharapkan semakin

bertambahnya keilmuan yang dimiliki oleh penulis dengan mendalami
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perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang PPAT dalam
pembuatan akta jual.

2. Bagi PPAT : melalui penulisan skripsi in1, diharapakan dapat memberikan
kontribusi  pemikiran terhadap pejabat umum seperti  PPAT agar
mengimplementasikan norma peraturan perundang-undangan sebagaimana
mestinya.

3. Bagi masyarakat : melalui penulisan skripsi im diharapkan menjadi
kontribusi keilmuan bagi masyarakat agar lebth memahami norma hukum
yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab seorang PPAT dalam
transaksi jual beli tanah.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian im  dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan
informasi
dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area belum
ditemukan adanya penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian
vang diangkat dalam skripsi ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi
yang
berhubungam dengan topik dalam skripsi ini antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Guswandi Sembiring-Universitas Medan Area pada
tahun 2018 dengan judul skripsi “Akibat Hukum Atas Penerbitan Akta Jual
Beli Tanah Oleh PPAT (studi putusan nomor 507/Pdt.G/2016/PN Mdn)”
adapun rumusan masalahnya adalah :

a. Bagaimana tata cara penerbitan akta jual beli tanah oleh PPAT?
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b. Bagaimana faktor vang menyebabkan terbitnya akta jual beli tanah
bermasalah oleh PPAT?

¢. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari akta bermasalah yang
diterbitkan oleh PPAT?

2, Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Hakim Smregar-Universitas Medan Area pada
tahun 2018 dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Notaris/PPAT
Terhadap Pembatalan Aktanya Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor
250/Pdt.G/2015/PN Mdn)™” adapun rumusan masalahnya adalah :

a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan suatu akta Notaris/PPAT dapat
dibatalkan oleh Pengadilan?

b. Bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta vang
dibatalkan  oleh  Pengadilan  berdasarkan  putusan  nomor
250/Pdt.G/2015/PN Mdn?

c. Apakah Notaris/PPAT dalam perkara sebagaimana putusan nomor
250/Pdt.G/2015/PN Mdn dapat dimintakan pertanggungjawaban?

3. Tesis yang ditulis oleh Tri Widyastuti-Universitas Islam Sultan Agung pada
tahun 2023 dengan judul Tesis “Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Dibatalkan Dengan Akta
Jual Beli”. Adapun rumusan masalah Tesis tersebut adalah :

a. Bagaimana tanggungjawab PPAT terhadap akta jual beh tanah yang
dibatalkan dengan akta jual beli?

b. Apakah akibat hukum akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan PPAT
yang dalam proses pendafiaran ke Badan Pertanahan MNasional (BPN)

dapat dibatalkan dengan akta pembatalan jual beh?
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Berdasarkan skripsi dan tesis diatas, maka terdapat perbedaan yang signifikan
terhadap penelitian penulis, yang mana penulis berfokus pada pembahasan
masalah tanggung jawab dan motif iktikad buruk PPAT dalam transaksi jual beli

tanah serta pertimbangan hukum oleh Hakim berdasarkan putusan pengadilan.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

2.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Secara normatif pengertian perbuatan melawan hukum disebutkan dalam

substansi Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar
hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk menggantikan kerugian
tersebut”. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah  suatu
perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban orang lain atau jika orang berbuat
bertentangan
dengan kewajiban hukumnya sendiri. Dengan demikian, melanggar hukum
(onrechtmatig) sama dengan melanggar undang-undang (onwetmatig). Pengertian
perbuatan melawan hukum tidak hanya dikemukkan secara normatif tetapi juga
terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum yaitu :

A, Menurut Wirjono Prodjodikoro  perbuatan melawan hukum adalah
perbuatan  vang mengakitbatkan keguncangan dalam kehidupan
bermasyarakat dan keguncangan i tidak hanya terdapat dalam kehidupan
bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat
dilanggar secara langsung. "

B. Menurut Munir Fuady perbuatan melawan hukum adalah suatu kumpulan

dar1 prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau

Belik Wardiono, dkk. Hukum Perdata, (Jawa Tengah © Muhammadivah University Press,
2018). Hal. 45
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mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu

kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menvyediakan ganti rugi

terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.'

Berdasarkan kedua pandangan ahli hukum diatas, maka dapatlah
disimpulkan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum adalah terjadi tindakan
vang melanggar norma-norma hukum dalam tertib masyarakat yang menimbulkan
kerugian kepada masyarakat lainya sehingga terdapat pihak yang memikul
tanggungjawab atas perbuatan pelanggaran yang telah ia perbuat. Perbuatan
melawan hukum dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan
hukum dan hak orang lain apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan
dalam substansi Pasal 1365 KUH Perdata vaitu :

. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan.

Terhadap perbuatan melawan hukum hakikatnya haruslah diawali dengan

perbuatan, baik perbuatan yang bersifat aktif berupa melakukan suatu

tindakan dan perbuatan yang bersifat pasif berupa tindakan tidak
melakukan sesuatu, esensi dari adanya perbuatan adalah adanya tindakan
yang dilakukan oleh subjek hukum.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan

kewajiban hukum pelaku baik yang diatur oleh undang-undanga maupun

norma kesusilaan yang hidup dimasyarakat.

3. Adanva kerugian.

Bndahlil Adriaman. dkk, Hukum Perdate (Sumatera Barat - CV. Gita Lentara, 2024). Hal.
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Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi dua yaitu kerugian
materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian
vang secara nyata diderita, sedangkan kerugian immater: adalah kerugian
atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari.
Oleh karenanya menurut teori adeguate yang diajarkan oleh Von Kris
mengatakan bahwa ukuran kerugian itu adalah jika swatu peristiwa itu
secara langsung menurut pengalaman manusia yang normal menimbulkan
akibat tertentu."

4. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian.
Hubungan kausal merupakan esensi dari timbulnya akibat vang diderita
oleh orang lain, hubungan kausal ini menjadi penting sebab merupakan ciri
pokok dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum oleh individu
dan timbulnya akibat terhadap pihak lain. e
Penjelasan terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana

yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata hakikatnya merujuk pada
pengkonstruksian peristiwa konkrit yang terjadi di masyarakat, dengan untuk
menilai perbuatan yang dilakukan apakah unsur tersebut terpenuhi apakah tidak
berdasarkan  pada  perbuatan  nyata  dimasyarakat.  Namun  untuk
mengkonstruksikan kesalahan tersebut dengan Pasal 1365 KUH Perdata maka
setidaknya terdapat beberapa teori yang memberikan pandangan terhadap Pasal

1365 KUH Perdata yaitu ;"

Blndah Sari “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum
Perdata”™ Jurnal fimiah Hukum Divgantara, Vol 11, No. 1. (Juni, 20207, Hal. 30.

"Dede Mirza, dkk, Hukum Perdata : Perspektif Hukum Perdata di Indonesia (Jambi : PT.
Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hal. 70,

UDian Dwi Khasanah, dkk. Huwkum Perdata (Banten : PT. Sada Pustaka dan Penulis, 2023).
Hal. 50.
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a) Teori yang dikemukakan oleh Van Hoven yang memberikan tanggapan
bahwa dengan adanya unsur kesalahan secara luas maka sudah cukup
membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tanpa harus merujuk
pada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam unsur perbuatan melawan
hukum.
b) Teori yang dikemukakan oleh Van Goudever yang memberikan tanggapan
bahwa dalam perbuatan melawan hukum harus ada unsur kesalahan dan
unsur melawan hukum untuk membuktikan suatu perbuatan.
¢) Teori yang dikemukakan oleh Meyers yang memberikan pandangan
bahwa diperlukan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, Aliran ni
mengajarkan, suatu perbuatan melawan hukum mesti ada unsur perbuatan
melawan hukum dan unsur kesalahan, karena unsur melawan hukum saja
belum tentu mencakup unsur kesalahan. Kesalahan yang diharuskan dalam
perbuatan melawan hukum adalah kesalahan dalam arti “kesalahan
hukum” dan kesalahan sosial.
2.2, Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum
2.2.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya tentang hukum yang
mengemukakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu
perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi
dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hukum pada hakikatnya mencakup
tentang pertanggungjawaban dan pemberian hak. Hukum menetapkan tanggung
jawab

sekaligus juga mengakui hak-hak yang telah diberikan kepada subyek hukum.
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hukum secara sadar akan melindunginya melalui mekanisme tertentu.'®
Mekanisme yang dimaksud adalah melalui serangkaian penetapan kewajiban atau
larangan serta tanggung jawab. Dengan demikian, jika kewajiban tersebut tidak
dilaksanakan atau larangan tersebut dilanggar, maka hukum akan menetapkan satu
bentuk mekanisme perlindungan yakni dengan menetapkan adanya suatu
pertanggungjawaban."”

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatan yang disengaja maupun vang tidak disengaja. Tanggungjawab itu
bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap
manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung
segala sesuatunya. Dalam hal ini jika dijabarkan tanggung jawab adalah
kesadaran sesecorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari
sesuatu yang telah diperbuatnya.

Sedangkan menurut Titlkk Triwulan  Pertanggungjawaban  harus
mempunyai dasar, vaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi
seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan
kewajiban. Tanggung jawab hukum secara perdata muncul karena adanya
perikatan yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian
pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata, yang
disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam PMH ini. terdapat

unsur kesalahan yang menyebabkan timbulnya pertanggungjawaban perdata, yang

""Muhammad Adam HR, “Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia” Jurnal Iimu Syariah
dan Hukum, Vol 1. No. | (Maret. 2021). Hal. 55,

YSari Murti Widiyastuti, Asas-Asas Pertanggunglawaban Perdata, (Yogvakarta @ Cahaya
Atma Pustaka, 2020). Hal_ 19
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juga sering disebut sebagai civil liability.”" Pengaturan mengenai tanggung jawab
Perdata dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, serta Pasal
1367 KUH Perdata. Ketiga Pasal ini membentuk suatu dasar bagi seseorang untuk
melakukan tanggung gugat. Tanggung gugat artinya seseorang yang merasa
dirinya dirugikan dapat menggugat pihak lain yang menyebabkan kerugian
tersebut meski gugatannya tersebut belum tentu dikabulkan oleh Hakim. Jadi
dikabulkan atau tidaknya masih digantungkan pada beberapa syarat, yaitu, apakah
norma hukum vyang dilanggar tersebut  ditujukan untuk melindungi
kepentingannya (Schuzmormtheorie).™

Tanggung jawab hukum lahir dari kewajiban hukum yang diemban oleh
subjek hukum baik sebagai orang pribadi (natural persoon) maupun sebagai
badan hukum (rechtpersoon). Kewajiban muncul karena suatu hubungan
perundang-undangan yang berlaku. Suatu Perbuatan melawan hukum dan
bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan seseorang
tersebut disebut onrecthmatige daad. Kewajiban hukum wyang lahir karena
perintah undang-undang vang diemban oleh subjek hukum karena adanya aturan
hukum yang mengatur dan memberi kewajiban kepada subjek hukum untuk
menaati dan melaksanakannya akibatnya dapat menimbulkan sanksi. Sanksi ini
merupakan tindakan paksa dari aturan hukum  supaya kewajiban dapat
dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Subjek hukum yang dikenakan

sanksi tersebut disebut “bertanggung jawab “atau secara hukum bertanggung

Mrhid,
hiuhamad Sadi Is, dkk, Hukum Perdata, (Bali : Intelektual Manifes Media, 2024). Hal.
110,
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jawab atas pelanggaran.” Dalam hukum perdata dikenal ada dua macam dasar
pertanggungjawaban hukum (legal liability) yaitu tanggung jawab hukum atas
dasar kesalahan (liability based on fault) dan pertanggungjawaban hukum tanpa
kesalahan (Liability without fault) yang dikenal dengan pertanggungjawaban
risiko atau pertanggungjawaban mutlak (strick liability). Pertanggungjawaban atas
dasar kesalahan mengandung arti bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh
seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mengharuskannya untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebaliknya pertanggungjawaban atas
risiko adalah pertanggungjawaban yang diwajibkan pada seseorang meski tanpa
melakukan suatu kesalahan, tetapi karena akibat dari suatu risiko terhadap orang,
benda yang berada dalam pengawasannya. ™
2.3. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli
2.3.1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari kontrak nominat yaitu
merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUH Perdata. Perjanjian jual
beli diatur pada Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi *jual beli adalah suatu
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan
suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di
perjanjikan”. Berdasarkan rumusana pasal tersebut diatas maka dapat dipahami

bawah jual beli adalah tindakan para pihak yang mana salah satu pihak bertindak

“Sufiaring, dkk. Hukum Perdata ; Asas-Asas dan Perkembanganya, (Jambi : PT. Sonpedia
Publishing Indonesia, 2023). Hal. 66.

UMardani. Teori Hukum @ Davi Teort Hukum Klastk Hingga Teori Hukum Kontemporer,
{Jakarta : Kencana, 2024). Hal. 237.
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untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainya membayar harga sebagaimana
vang telah diperjanjikan. ™

Perjanjian jual beli dimaksudkan untuk mengikatkan dirt antara pihak
vang hendak melakukan transaksi dengan maksud untuk menyerahkan suatu
barang dan membayar harga atas barang tersebut sebagaimana yang telah
diperjanjikan. Terhadap perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak
haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi “supaya
terjadi persetujuan yang sah, perlu penuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka
vang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu
pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang™. Pasal 1320 KUH
Perdata pada hakikatnya menenkankan bahwa pentingnya kesepakatan para pihak
sebagai unsur utama dalam melakukan suatu perjanjian termasuk dalam hal ini
perjanjian jual beli, kemudian selain dari pemenuhan unsur-unsur syarat sahnya
suatu perjanjian maka asas yang perlu dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah
asas tktikad baik.

Itikad baik dalam jual beli menekankan bahwa para pihak baik penjual
maupun pembeli harus menunjukan sikap atau niat baik tanpa adanya unsur
penipuan serta transparansi terhadap semua informasi yang berkaitan dengan
tindakan transaksi, hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa perjanjian yang
telah disepakati para pihak tidak bermaksud untuk melakukan penipuan atau
kecurangan sehingga tetap menjaga hubungan baik dan sehat antara para pihak.”

Kemudian pada Pasal 1313 KUH Perdata menekankan bahwa “persetujuan adalah

*4Johanis F. Mondoringin “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan
Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurat KUH Perdata™ Juwmal Lex Privatum. Vol. 12, No. 2.
(Movember, 2023). Hal. 1.

“Niru Anita Sinaga “Peranan Asas Iktikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para
Pihak Dalam Perjanjian” Juwrnal Hmiah M-Progress, Vol & No. 1. (Juni, 2022). Hal. 50.
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PPAT. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa
“PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu
mengenal hak atas tanah atau hak mulik atas satuan rumah susun, vang akan
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan
perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vang berbunyi “perbuatan
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Jual beli

b. Tukar menukar.

c¢. Hibah.

d. Pemasukan kedalam perusahaan (inbreng).

e. Pembagian hak bersama.

f.  Pemberian hak guna bangunan'hak pakai atas tanah hak milik.

g. Pemberian hak tanggungan.

h. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Perihal hak PPAT diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1) “untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak
atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak didalam daerah

kerjanya”. Ayat (2) berbunyi “PPAT khusus hanya berwenang membuat akta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accagted 2/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/12/25



Sheila Nazihah Vazir - Analisis Y uridis Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat ...

tanah mengenai perbuatan hukum vang disebut secara khusus dalam

penunjukannya”.
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BAB I1II

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
3.1.1. Waktu Penelitian
Perkiraan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dari bulan Desember
2024 hingga bulan Agustus 2025, Kegiatan dalam penelitian i1 akan terstruktur
berdasarkan pada langkah-langkah vang telah direncanakan dengan baik oleh
penulis. Rincian langkah-langkah tersebut kemudian akan dijabarkan lebih detail
dalam tabel berikut ini:

1.1 Tabel Jadwal Penelitian

Nomor | Kegiatan Bulan-Tahun Keterangan
Maret-April|  Oktober Maret Juli Agustus
2024 2024 2025 2025 2025
1] 2] 3]a] t]2]3]4] 1] 2]3] 4[1]2]3]4] 1]2]3]4
1. Pengajuan ‘ ‘
Judul
2. Seminar
Proposal | | | |
3 Penelitian I
Penulisan ' '
Skripsi
-3 Bimbinga
n Skripsi |
6. Seminar
Hasil

3.1.2. Tempat Penelitian
Tempat merupakan lokasi dimana penelitian ini akan dilaksanakan. Tempat
penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan informasi dan hasil
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data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian imi di Kantor Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mangatas Nasution, 5.H. vang beralamat di Jl.

Brigjend Katamso No. 417 Medan Provinsi Sumatera Utara.

3.2, Metode Penelitian
3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian in1 adalah penelitian

yuridis-normatif, yang dimana penelitian yuridis-normatif berfokus pada

pengkajian pada suatu norma atau kaidah hukum yang dikonsepkan sebagai

suatu aturan hukum secara positif yang berlaku didalam masyarakat. Dengan

demikian penelitian yuridis-normatif berfokus pada pengunaan inventarisasi

hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin hukum. penemuan hukum

(rechtsvinding), perbandingan hukum, dan sejarah hukum.**

3.2.2. Jenis Data
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat berpengaruh artinya
mempunyai otoritas, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
menggunakan  peraturan  perundang-undangan.®’  seperti  peraturan
perundang-undangan yang berakitan dengan penelitan im yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain
yang berkaitan.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku

teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, literatur hukum,

" Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016). Hal.
20.
YBudi Juliardi, dkk, Merode Penelitian Hukum, (Padang : CV Gita Lentera, 2023). Hal. 96.
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a)

b)

3.24.

s Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat ....

asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum. yurisprudensi, yang

berkaitan dengan topik dan pembahasan dalam penelitian ini.

. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau pengambaran terhadap bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum
primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagia bahan
hukum tersier adalah ensiklopedia, kamus huum dan sebagainya yang
berkaitan dengan penelitian ini.”

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian  kepustakaan  (library  research) merupakan tekmk
pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku,
literatur, catatan serta berbagai laporan yvang berkaitan dengan masalah
yang ingin dipecahkan,”

Penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian yang
dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara. Wawancara
adalah metode umum untuk pengumpulan data kualitatif dimana peneliti
mengajukan serangkaian pertanyaan terbuka kepada orang vyang
diwawanearai "

Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorgamisasian dan pengurutan data

dalam bentuk pola, kategor, serta uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan

*¥Joenadi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

(Jakarta :

Feencana, 2022). Hal. 189,

' Abdul Wahid dan Nur Afni, Karva Twlis limiak, (Yogyakarta : Samudra Biru, 2023), Hal,

143,

Whahlil Adriaman. dkk, Pengantar Metode Penelitian Hwu Hukum, (Sumatera Barat -
Yavasan Tri Edukasi [lnah, 2024). Hal. 145.
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tema serta dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis
data vang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik.”' Analisis non
statistik ini dilakukan dengan cara kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam
penelitian ini yaitu mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel pada kategori
vang tepat. Berikutnya setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan
secara deskriptif sesuai dengan data vang diperoleh. Data kualitatif vang diperoleh
secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh
jawaban mengenal pokok permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan
skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban vang pasti dan juga hasil

vang akurat.

UAdhi Kusumastuti din Ahmad Mustamil, Metode Penelitian Kualitatif, (Semarang -
Lembaga Pendidikan Sukamo Pressindo, 2019). Hal. 5.
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Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah dan Pertanggung jawaban secara perdata
sehagaimana dimaksud pada Pasal 1366 KUH Perdata berupa ganti
kerugian yang diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian baik

materil maupun immateril.

b

Motif yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta
jual beli terhadap kedua belah pihak adalah motif dengan tipu muslihat
vang termasuk dalam itikad tidak baik dalam proses pembuatan akta jual
beli antara penjual dan pembeli.

3. Majelis Hakim dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2023/PN Mdn dalam
pertimbangannya mengemukakan bahwa perbuatan turut tergugat (Pejabat
Pembuat Akta Tanah) merupakan perbuatan melawan hukum dan
pembuatan akta jual beli tersebut didasari pada tipu mushihat untuk
meyakinkan penjual sehingga sampai pada kesimpulan bahwa akta jual
beli dan surat kuasa penguasaan tanah oleh Tergugat tidak sah dan batal
demi hukum.

5.2. Saran
1. Diharapkan, dalam penggunaan jasa Pejabat Pembuat Akta oleh masyarakat
lebih berhati-hati dan waspada dalam proses pembuat akta jual beli untuk
memitigas: risiko kerugian yang akan timbul.

2. Diharapkan, Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawab profesinya menjunjung tinggi asas kehati-hatian dalam

melakukan pelayanan profesinya.
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3. Diharapkan, organisasi profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah lebih proaktif
dalam melakukan pengawasan dan pembmaan terhadap semua Pejabat
Pembuat Akta Tanah agar menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam

menjalankan profesi.
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memberikan salinan akta jual beli
vang telah dititipkan para pihak
kepada PPAT?

Hasil Wawancara
No. Pertanyaan Tanggapan
I. | Menurut Bapak, apakah PPAT | PPAT tidak berhak untuk menolak
memiliki  hak untuk menolak | memberikan salinan akta jual beli

karena itu merupakan hak para pihak
untuk menerimanya sebagai bukt
telah terlaksana jual beli.

2. | Menurut Bapak, apakah langkah- | Langkah-langkah yang harus
langkah yang harus dilakukan oleh | dilakukan  oleh  pihak  yang
| pthak wvang menggunakan jasa | menggunakan jasa PPAT supava
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PPAT supaya terhindar dari motif
itikad tidak baik yang dilakukan
oleh PPAT?

terhindar dari motif itikad tidak baik
yang dilakukan oleh PPAT adalah
mengetahui  secara  pasti  legalitas
PPAT  tersebut dan  mencan
informasi tentang track record PPAT
tersebut dari berbagai sumber.

Itikad baik dan buruk menjadi asas
yang fundamental untuk terjadi dan
terwujudnya  kesepakatan  yang
dilakukan, menurut Bapak itikad
tidak baik yang dimiliki oleh PPAT
secara  langsung  mengugurkan
keabsahan akta yang dibuat oleh
PPAT?

[tikad buruk tidak mengugurkan
keabsahan akta sepanjang diperbuat
sesual  ketentuan yang  berlaku.
Tetapr jika itikad tidak baik dar
PPAT menimbulkan kerugian para
pihak, maka itu memberikan hak
kepada para pihak untuk menuntut
PPAT sesuai ketentuan vang berlaku.

Menurut Bapak, apakah akta jual
beli yang dibuat oleh PPAT, tidak
memiliki kekuatan hukum
mengikat  para  pihak  sebab
didasarkan pada itikad tidak baik?

Akta jual beli yang dibuat oleh
PPAT tetap mempunyai kekuatan
hukum  sepanjang  dibuat  sesuai
ketentuan hukum vyang berlaku
Tetapt jika ikad tidak baik dan
PPAT menimbulkan kerugian para
pihak, maka itu memberikan hak
kepada para pihak untuk menuntut
PPAT sesuai ketentuan vang berlaku.

PPAT sebagai pejabat umum yang | Organisasi PPAT  tidak memuliki
juga dinaungi suatu organisasi | standar tertentu untuk itu.

PPAT, apakah memiliki standar

tertentu  dalam memlai  PPAT

tersebut memuliki motif itikad tidak

baik?

Menurut Bapak, apakah langkah- | Langkah  yang  dilakukan  oleh
langkah yang harus dilakukan oleh | pemerintah untuk memitigas

pemerintah dan masyarakat untuk
memitigast  pelanggaran  hukum
yang dilakukan oleh PPAT?

pelanggaran hukum vang dilakukan
oleh PPAT adalah dengan membuat
laporan pengaduan ke instansi badan
pertanahan nasional jika mengetahui
adanya pelanggaran hukum.
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